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I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 
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TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
· TAHUN ANGGARAN 2013 

DENG AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA . 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

Menimbang : a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sampai batas waktu yang ditetapkan tidak rnengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah 
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai 
keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD; 



- 

Mengingat 

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 16 Maret 2013, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru belum memberi 
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diajukan, maka untuk memperoleh 
persetujuan Gubernur Ma1uku guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang APBD Tahun Anggaran 2013. 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19_8� IEln_!()t'!g Pajak Bumi don Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) seboqoimono telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 [Lemboron Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 fentang Bea Perolehan Hok Alas Tanah don Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi 
don Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851 J; 

4. Undonq-Undonq Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nonior 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kabupaten Seram 
Bagian Baral dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4350); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
;1004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan don Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 T�hun 2004_. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

. . . . .. 

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintchon Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 
· 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa 
. kali terakhir dengan Undapg-Undang Nomor ·12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atos Undang-Urjdang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tcrnbchcn tembcron Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenfukon Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepolo Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah [temboron Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan temborcnNeqcro Republik 
Indonesia Nomor 4029); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
don Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) .sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
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tenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler don Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540): 

.17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badon Layanan Umum 
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Iornbohon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn or 54 Tahun 2005 tentcing Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457.4); .. 

19. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah {lembaran 
Negara RepubUk Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N.omor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

22. Peraturan Pemerintah Republik indonesio Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan don · Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan don Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592): 

24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tohun 2006 tentang Pelaporan Kevangan don Kinerja lnstansi 
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atos Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinfah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 
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26. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atos Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712): 

27. Peraturan Pernerlntoh Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah,. Pemerintah Darerah Provinsi don Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem baron Negara Republik Indonesia Norn or 4737); 

28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia Nomor 4741 ): 

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 201 O tentang stohoor Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

30.Peraluran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Iornbchon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

31.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenlang Pengadaan Barang/Jdsa Pemerintah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kall. lerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jaso Perrierintoh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Peraturan Menteri Ddlam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran don Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpindn Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Carci Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional; 

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Menetapkan 

Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru 2011 -2015; 

36. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 025/171/04/111/2013 tangg_al 16 Mdre! 2013, perihal Agenda 
Pembahasan APBD 2013 Mengalami Kebuntvcm/Deoctock. -- · - - -- - 

MEMUTUSKAN : 

PERATORAN BUPATI KEPULAUAN ARO TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAOAN 
ARO TAHON ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 

Surplus/(Defisit) 

Rp. 52.792.614.964.41 

Rp. 504.684.429.472,00 

Rp. 492.775.795.921,00 
Rp. 11.908.633.551,00 
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I b. Pengeluaran Rp. 1.7 50.000.000,00 

Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih f'embiayaan Anggaran tahun berkenaa_n 

Rp. 51.042.614.964,41 

Rp. 62.951.248.515,41 

Pasal2 

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimciksud pada Pasal 1 terdiri dari; 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.614.000.000,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 471.812.611.168,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 24.257.818.304,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hasil Pajak daerah sejumlah Rp. 885.000.000,00 

b, Hasil Retribusi daerah sejumlah Rp, 4.029 .000.000,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 200.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimaria dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendopoton: 

a. Dana bagi hasil pajok/bagi hosll bukan pajak sejumlah Rp. 24.147.17 4.168,00 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 375.944.887.000,00 

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 71.720.550.000,00 
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasi\ pajak dari Provinsi sejum\ah Rp. 7.500.000.000,00 

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 16.557.818.304,00 

c. Bant�an keuangan darl provinsi atau pernerlntoh daerah lalnnya sejumlah 0Rp. 200.0.00.000,00 _ 

Pasal3 

( 1) Belanja Daeroh sebagaimana dimaksud pada Pasal l terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 205.181.652.574,00 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2287.594.143.347,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belonlo Pegawaisejumlah Rp. 199.633.008.443,00 

b. Belanja Bungo sejumlah Rp. 0,00 

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 3.216.240.619,00 

d. Belanja hibah_ sejumlah Rp. 0,00 

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 264.792.069,00 

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 0,00 

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.067,611,443,00 
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l J huruf b terdiri dari jenis belanja: 

h. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 65.801.596.500,00 

i, Belanja Barang dan Jasa sejurnlah Rp. 130.625.473.892,00 

· j. Belanja Modal sejumlah Rp. 91.167.072:955.00 

Pasal4 

( 1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal l terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 52.792.614.964.41 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. SILPA tahun anggaran sebelornnvo sejurnlah Rp. 52.792.614.964.4 l 

(3) Pengeluaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (l l huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan: 

a. Penyertaan modal (investasi) pernerintah daerah sejumlah Rp. l .750.000.000,00 

b, Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
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2. Lampiran II 

3. Lampiran Ill 

4. Lomplrcn IV 

5. Lampiran Y 

6. Lampiran YI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

l l. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah don Organisasi 

Penjabaran APBD rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orqoniscsi. Pendapatan, Belanja Program don Kegiatan 
serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok. jenis, obvek dan rincian obyek: 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintchon Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; . . 

Rekapitulasi Belanja Dderah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pernerintonon baei-ah don Fungsi Dalam -­ 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penvertoon M9dal (investasi) daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan don Pengurangan Asel Tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penombohon don Pengurangan Aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan tohun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemboli'dolom 
tahun anggaran ini; 

Daftar dona cadangan daerah; don 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal6 

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 7 

Peroturon Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Kepulouca Aru ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. · 

Ditetapkan di Oobo 
pada tanggal 3 April 2013 

Diundangkan di Dobo 
pada tanggal 3 April 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

rs. G.A.A. S. SAP. SE. 
PEMBI 

NIP. 1956 01 198601 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2013 
NOMORSTAHUN 2013 
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